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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 3 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(5) dan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 90
Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun
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10.

11.

12.

13.

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota,;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun
1995 tentang Tatacara Tetap Pelaksanaan
Pembangunan di Lingkungan Departemen
Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhnubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di
Lingkungan Departemen Perhubungan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK.94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK. 194/PMK.02/2013;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;
2. Menteri adalah Menteri Perhubungan;

3. Pejabat Eselon | adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

4. Pejabat Eselon 1l Kantor Pusat Kementerian Perhubungan adalah
Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris
Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat di
lingkungan Kementerian Perhubungan dan Ketua Mahkamah
Pelayaran serta Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan
Transportasi;

5. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur
Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara,;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun berupa RPJP
Nasional yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2007;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Perhubungan,
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian
Perhubungan adalah dokumen perencanaan Kementerian
Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perhubungan, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA) Kementerian
Perhubungan, adalah dokumen perencanaan Kementerian
Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disingkat RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perhubungan yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan
Kementerian Perhubungan yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementerian/Lembaga;

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan;

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan dalam satu program;

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan
atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur;

Pendekatan Bottom Up Planning adalah proses perencanaan yang
dilakukan melalui pembahasan usulan-usulan dari UPT/Satker,
Dishub Provinsi dan instansi terkait lainnya, sedangkan Top Down
Planning dilakukan berdasarkan kebijakan nasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan sektoral/Kementerian;

Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan
oleh pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan RKA Tahunan sebagai
usulan Rencana Kerja Kementerian;

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar Pagu Anggaran yang diberikan
kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan
Renja-K/L;

Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) adalah forum antara
Kementerian dengan Kementerian Perencanaan dan Kementerian
Keuangan untuk membahas dan menyepakati rincian program dan
kegiatan prioritas yang berdasarkan Pagu Indikatif Kementerian;

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu
Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan
kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L,;

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut
Alokasi Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran
yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil
pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara
hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah
dan DPR.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai
panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
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Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah dalam rangka
tersusunnya dokumen penganggaran yang tertib, efisien, efektif, ekonomis,
transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

BAB I
PROSES PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Bagian Pertama
Acuan dan Pendekatan
Pasal 4
(1) Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran mengacu pada :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
Rencana Induk;

Sistem Transportasi Nasional yang dijabarkan dalam Tataran
Transportasi Nasional, Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran
Transportasi Lokal;

f. Kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah;

g. Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan
melalui pendekatan Bottom Up Planning dan Top Down Planning;

h. Aspirasi DPR-RI yang diusulkan pada saat Rapat Kerja dan/atau
Rapat Dengar Pendapat yang telah memenuhi Kkriteria
perencanaan.

(2) Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran menggunakan
pendekatan  Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis
Kinerja/PBK, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 5
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi :
a. Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan Pagu Kebutuhan;

® a0 o

b. Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan Pagu Indikatif;
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